
S A L I N A N  
 

 
 

 

 
 

BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SORONG 

NOMOR  26  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENUNDAAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SORONG  

NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, 

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SORONG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SORONG,  

 
Menimbang : a. bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah telah dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sorong; 
  

  b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pembiayaan 

terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan  dan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hingga pada pertengahan 

Tahun Anggaran 2020 sehingga untuk efektifnya perlu 

dilakukan penundaan sementara pelaksanaan Peraturan Bupati 

Nomor 8 Tahun 2020; 
 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penundaan Pelaksanaan Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah 



dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik IndonesiamNomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887);  

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82)sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 
2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 
2020 Nomor 2); 

 
 

 
MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN 

PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, 

PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

KABUPATEN SORONG  

. 
 



Pasal 1  
 

Menunda pelaksanaan Peraturan Bupati Sorong Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Sorong sejak berlakunya Peraturan Bupati ini sampai dengan dilantiknya Pejabat 

pada perangkat daerah dimaksud sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020. 

 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong. 

 
 
 

Ditetapkan di Aimas 

pada tanggal 24 Juli 2020 
  

BUPATI SORONG, 

ttd 

JOHNY KAMURU 
 

Diundangkan di Aimas  

pada tanggal 24 Juli 2020   
 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, 

ttd 

ARI WIJAYANTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 26 
 
 

Salinan sesuai aslinya 

KEPALA BAGIAN GHUKUM 

SETDA KABUPATEN SORONG, 

 

 

 

LODEWIEK KALAMI, SH.,M.Si 
PEMBINA TK. I (IV/b)   

NIP. 19630525 199307 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


